KABUPATEN CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR  :590¢12/Kpt se26uiluic/Sek/TAUN 2024
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan

Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis,
mengamanatkan bahwa Informasi yang dikecualikan
ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya;

. bahwa berdasarkan Lampiran IX huruf A Peraturan

Bupati Ciamis Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ciamis, mengamanatkan bahwa Sekretaris Daerah atas
nama Bupati dapat menandatangani Naskah Dinas
Penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati;

. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dengan memperhatikan  pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf b dan ¢ maka perlu
menetapkan Klasifikasi Informasi yvang dikecualikan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
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Tahun 2004 tentang
elah beberapa
dang Nomor 7

Undang Undang Nomor I
Perbendaharaan Negara sebagaimana t
kali diubah, terakhir dengan Undang-Un
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan;,
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang undanga‘n
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 (entang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ciamis;




18, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 110 Tahun 2023
tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis;

19.  Keputusan Bupati Ciamis Nomor 500.12/Kplts.56-
Huk/TAHUN 2024 tentang Pengelola  Layanan
Informasi dan  Dokumentasi  di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ciamis.

- Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Memperhatikan
Ciamis, 000.9.6.1/1882/Diskominfo.03/2024, tanggal 15
Agustus 2024, Hal Penyampaian Draft Keputusan Bupati
tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan .
KESATU . Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA . Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.

KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati
ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih
lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Ciamis.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila
diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 19 sgustus 2024

a.n.Pj. BUPATI CIAMIS,

SEK&E:’I;F&RI-S DAERAH
7 IAH Ka,
KABUPATEN CLAMIS,

e \T

S
ANDANG FIRMAN TRIYADI

Tembusan:
Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Ciamis.




LAMPIRAN KEPUT N BUPATI CIAMIS
LR

NOMOR ¥
TENTANG

Kpt.8e26=Thale/ Sek/TATTN 2024

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DI KECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DI KECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

No |informasi Yang Dikecualikan Dasar [ukum Pengecualian Informasi C:Er”o:l,r:u:e\ vﬂtig:n-—”. w.”a_ Publl Jangka Waktu Escnai Informas

rutup

1 [Data Pribadi Penduduk Undang undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Dapat mengungkap |[Melindung rahasia pribadi sescorang | Sampau terbitnya Keputusan Mentert Informas: yang dapat mengunghkap

Administrasi Kependudukan pasal 84 ayat (1) dan  |rahasia pribadi Dalam Negeri/ Gubernur/ Bupati/ Bupati data pribadi seseorang
(2), pasal 85 ayat (1), (2), dan (3); sescorang tentang fin untuk memperoleh data

2 Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang pribadi penduduk, atau dapat dibuka jika
Perubahan Atas Undang undang Nomar 23 Tahun yang bersanglkutan memberikan izin dan
2006  tentang Administrasi Kependudukan pasal | kepentingan publik berkaitan dengan
ayat | angka (22) dan ayat 18 angka (1), posisi scorang dalam jabatan publik;

3 Undang undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 2 Menteri sebagai penanggung jawab hak
Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h; akscs data kependudukan

4 Undang undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;

5. Undang Undang No 27 Tahun 2022 tentang

Perlindungan Data Pribadi pasal 4.

2 |Akta otentik yang bersifat 1| Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Dapat disalah d d 1 pribadi 25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada |Informasi yang dapat mengungkap

pribadi dan wasiat Keterbukaan Informaw Publik pasal 17 huruf g; gunakan oleh persetujuan dan kepala lembaga kearsipan|data pribadi sescorang
2 Undang-undang Ne 43 Tahun 2009 tentang pihak yang tidak
Kearsipan pasal bertanggung jawal
44 ayat 1.

3 |Memorandum 1| Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Dapat disalah lind pribadi. 25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada [Informasi yang dapat mengungkap

Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i, gunakan oleh persetujuan dan kepala lembaga data pribadi seseorang
2 Undang undang No 43 Tahun 2009 tentang pihak yang tidak kearsipan
Kearsipan pasal 44 ayat | dan pasal 66 ayat 3. bertanggung jawab,

4 |Data potensi, data profiling |1 Undang-undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang Dapat Melindung)/ mengamankan database objek |25 tahun atau sampai ada persetyjuan Informasi yang dapat mengungkap
wajib pajak, laporan hasil Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; menyebabkan pajak dari orang yang bersangkutan atau sampai |data pribadi sescorang
pemeriksaan, surat tagihan |2 Undang undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang penyalahgunaan ada perintah dan penegak hukum
pajak dacrah, SPTPD dan Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 data
pembayaran pajak daerah  |Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaks

Elektronik
§ |Laporan Pajak Pribadi (LP2P)|Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Mengungkap Melindung rahasia (data kekayaan) pribach [Sampai ada persetujuan tertulis dari wayb |Informasi yang dapat mengungkap
Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h, rahasia (dala pajak yang bersangkutan data pribadi sescorang
kekayaan pribadi)

6 |Data pribadi wayib pajak Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dapat Melindung: atau mengamankan data objek  Sampai mendapatkan wan untuk Informas: yang dapat mengungkap

|dacrah dan retribusi Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h. mengungkapkan  [pajak dan retribusi diperpanjang oleh kepala lembaga data pribadi seseorang

rahasia (data
kekayaan pribadi)

kearsipan serta dapat dibuka apabila ada
perintah dari penegak hukum




No

Informas) Yang Dikecualikan

Dasar Hukum Pengecualian Informast

Konsekuens/ Pertimbangan Bag Publik

Jangka Wakta

Esens Informasi

- Dibuka Ihtutu

7 |Data identitas - F 1 .

o B ._~ crw_nssn Ex_.:.._,. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Terjadi konflik i |Keamanan pelapor dilindung Permanen atau dapat dibuka jika ada informasi yang dapat mengungkap
pem formas ak Asasm Manusia, masyarakat permuntaan dan pihak berwajib data pribadi seseorang

2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informast Publik pasal 17 huruf h;
3 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan pasal 44 ayat | huruf h,
4.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informast dan Transaks
Elektronik.

8 |Data pribadi pemohon Undang-undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang Terjadi penyalah  |Mchindungi data pribadi sescorang Dopat dibuka jika mendapatkan &in dari |Informasi yang dapat rengungkap
penclitian Keterbukaan Informass Publik pasal 17 huruf h gunnan data yang bersangkutan data pribadi sescorang
pribadi
9 |Data pribadi pelapor dan 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Data pribadi 1 Mclindung: data pribadi pelapor dan Dapat dibuka jika mendapatikan yin dari | informasi yang dapat mengungkap
terlapor kejadian bencana Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a; tersebut dapat terlapor; yang bersangkutan/ pthak berwenang data pnbadi seseornng
2.Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang disalahgunakan 2 Menjaga keamanan data agar bisa terjaga |untuk keperiuan penyidikan
Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h. dengan batk
10 |Data pribadi anggota 1 Undang undang Namor 14 Tahun 2008 tentang M gk Melindung data pribadi. 25 tahun dan bisa diperpanjang pka ada  |Informas: yang dapat mengungkap
perpustakaan Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan  [rahasia pribadi ijin dan kepala lembaga kearsipan atau data pribach seseorang

hurufl y;

2.Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h dan pasal 66 ayat
3 huruf h

mendapatkan izin darn pihak yang
bersangkutan

Data Pribadi Penenima
Bantuan Sosial

| Undang undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana
telah diubah dengan Undang- undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasm dan
Tansaksi Elektronik;

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011
penanganan fakir miskin;

3 Undang-undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asam Manusia,

4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;

5 Undang undang Republik Nomor 14 Tahun 2019
tentang Pekerja Sosial Pasal 43 dan 44,6 Undang-
undang No 43 Tahun2009 tentang Kearsipan pasal
44 ayat | huruf h,7 Peraturan Presiden Nomor 7
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaks: Elektronik.8, Permensos Nomor 8 Tahun
2012 g Ped Pend dan Pengelol
Data PMKS dan PSKS Pasal 17 ayat 2

Membuka rahasia
pribadi dan bisa
dimanfaatkan oleh
oknum yang tidak
bertanggung jawab

1 Melindung dan stigma negatif dan
diskriminasi;
2 Melindung kerahasiaan hak pribadi.

1.Sampai terbitnya Keputusan Menter
Dalam Negeri/ Gubernur/ Bupati tentang
1jin untuk mempercleh data pribadi
penerima bantuan sosial, atau dapat
dibuka jika yang bersangkutan
memberikan iain,

2 Mentert scbaga penanggung fawab hak
akses data pribadi penenima bantuan
sosial,

3.Informasi yang dapat dibuka hanya
nama dan alamat penerima bansos;

4 Kecual ada permintasn khusus
{penelinan, penegakan hukum, pihak yang
berkepentingan dalam rangka
penyelenggaraan kesejahteraan sosial
sesual dengan ketentuan peraturan
perundang undangan

Informasi yang dapat mengungkap
data pribadi seseorang




Esens Informasi

No |Informas Yang Dikecualikan Dasar Hukum Pengecuahian Informasi qu—”canmw:q:u\ Pertimbangan Bagi Publlk Jangka Waktu
. Dib Ditutup
12 Wa__hb Identitas Khien *”cu._: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyalahgunaan |1 Terlindunginya data identitas klien; 1.25 tabun atau dapat diperpanjang jika  [Informas: yang dapat mengungkap
elayanan Terpadu (PPT) Keterbukaan Informas: Publik pasal 17 huruf h; data id 2 berikan rasa aman untuk klien mendapat persctujuan dan kepala data pnbadi seseorang
2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 klien lembaga kearsipan,

tentang Tata cara dan mekanisme pelayanan
terpadu,

2.Data dapat dibuka untuk kepentingan
penyidikan atau mendapatkan perserujuan
dari yang bersangkutan

Data Anak Berhadapan
dengan Hukum (ABH)

tentang Perlindungan Anak;

(2)

1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;

2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

3.Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 19 ayat (1) dan

Membuka rahasia
anak dan
berdampak pada
kejiwaan serta
masa depan anak.

Perlindungan terhadap hak hak anak dan
member ruang gerak pada anak

Selama berstatus anak.

Informasi yang dapat mengungkap
data pribadi seseorang

Data Nominator Pemenang
Lomba Kegiatan

1.Undang-undang Nomor 14 Tehun 2008
Keterbukaan Informasi Publik;
2 Permendagr Nomor 26 Tahun 2009.

uhi

h!g:ﬁ. penjuran.

Penjurian/ penilaian berjalan lancar

Sampal pengumuman pemenang.

Informas: yang dapat mengungkap
dama pribadi sescorang

15

Data rekam medis pasien
rumah sakit/ poliklinik
(Riwayat, kondis:, dan
perawatan, pengobatan
keschatan fisik dan psikis
seseorang)

Keschawan, Pasal 177

Undang-Undang Namor 17 Tahun 2023 tentang

1 Mengungkap
rahasia pribadi
Terkait kondisi
kesehatan dan fisik
seseorang,

2 Data dapat

d lasi

1 Melndung rahasia pribacs Terkait kondisi

kesehatan dan fisik seseorang yang

dilindung! Undang undang;

2 Melindungl/ mengamankan data dar

manipulasi, pcmalsuan atau

vonwﬂw:nc:ng untuk tuyjuan kejahatan;
Melindungi pasien dan undakan

dipalsukan atau
disalahgunakan
untuk tujuan
kejahatan.

&ur::::mu_

1.Sampai dengan dibuka oleh pihak- pihak
yang berhak Atas informasi rekam medis
Berdasarkan peraturan perundang-
undangan,

2 25 tahun atau dapat diperpanjang
setelah mendapatkan persetujuan dari
kepala Lembaga kearsipan dan atau
mendapat persctujuan dan pihak yang
bersangkutan.

[nformasi yang dapat mengungkap
data pribadi scscorang

Hasil uji kesehatan

Kesehatan.,

Undang-Undang Nemor 17 Tahun 2023 tentang

Data pasien yang
bersifat pribadi dan
rahasia jadi
terungkap

1 Menjaga pnvasi dan melindung
penyalahgunaan data yang bersangkutan;
2 Melindung pasien dan tindakan
diskniminas:.

25 tahun atau dapat diperpanjang setelah
mendapatkan persetujuan dan kepala
lembaga kearsipan dan atau mendapat
persetujuan dan pthak yang
bersangkutan

Informasi yang dapat mengungkap
data pribadi sesearang

Hasil Test Pemenksaan
Kesehatan Calon Jemash
Hajt

Hak Asast Manusia;

Penyelenggaraan lbadah Hayi dan Umrah.

2022 tentang Rekam Medis.

1 Undang undang Nomor 99 Tahun 1999 tentang
2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang
3 Undang-undang Nomeor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Hurufh,
4 Peraturan Menteri Keschatan Nomor 24 Tahun

5 Peraturan Menten Keschatan Nomor 15 Tahun
2016 tentang Isuthaah Keschatan Jemaah Hajl.

Mengungkap data
pribadi yang
bersifat rahasia

Melindung dari penyalahgunaan
data/informasi yang bersangkutan

Apabila mendapat persctujuan yang
bersangkutan.

Informas: yang dapat mengungkap
data pribadi sescorang




Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik

Esensi Informas

No |Informasi Yang Dikecualikan Dasar Hukum Pengecualian Informast o Ditatup Jangka Waktu
u
18 |Data pengguna obat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 1 Data dapat ] Melindung untuk pengawas internal, Kecuali ada permintaan khusus informasi yang dapat mengungkap
narkotika dan psikotropika  |Kesehatan, disalah 2 Melmdungi proses penegakan hukum, {penelinan, penegakan hukumj); dara pribadi seseorang
{nama dan alamat) 2 Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang interpretasikan;
Keterbukaan Informas: Publik huruf a dan h 2 Mengganggu
DLOSES }
19 |Data pribadi penderita 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 1. Mengungkap Melindung data pribadi pasien yang bersifat [Apabila mendapat persetujuan yang Informas: yang dapat mengungkap
HIV/AIDS dan penyakit Hak Azas Manusia; data pribadi yang  [rahasta bersangkutan dan kepenungan khusus data pribadi sescorang
pandemuk (nama dan 2.Undang undang Nomor 14 tahun 2008 tentang bersifat rahasia;
alamat) Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h; 2 Agar udak
3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 rentang muncul kegaduhan
Kesehatan, di masyarakat
4 PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang pckerjaan
kefarmasian
20 |Foto/ video pasien tampak |Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Penyalal Melind identitas pasien, mencegah Sampai dengan dijjinkan/ disetujpu aleh Informasi yang dapat mengungkap
muka Keterbukaan Informas: Publik Pasal 17 Huruf h. terhadap 1dentitas [adanya eksploitas: pasien dan melindungi  |pasien yang bersangkutan, untuk data pribadi seseorang
pasien dan privas: keluarga pasien. keperluan proses hukum dan untuk
memungkinkan keperluan lmiah Sesuai dengan peraturan
terjadinya perundang- undangan yang berlaku
cksploitasi pasien
21 |Data pribadi hutang pasien |1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Mengungkap Melindungi rahasia dan kond gan |Sel ya kecuanli Pasien yang Informasi yang dapat mengungkap
pada rumah sakit (nama Keterbukaan Informas: Publik Pasal 17 huruf h rahasia dan SCSCOrang. bersangkutan dan Keluarganya sudah data pribadi seseorang
alamat, dan jumiah hutang) |angka 3;2.Permenkes 77 tahun 2015 tentang visum  |kondisi keuangan memenuhi kewajbannya
et repertum sescorang.
22 |1.Dokumen Insiden 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Citra rumah sakit |Petugas tudak ragu melaporkan d Sel ya Informasi yang dapat mengungkap
Kesclamatan Pasien: Keterbukaan Informas: Publik Pasal 17 buruf b, menjadi menurun |& KNC Sehingga diharapkan dapat data pribadi sescorang
2.RCA (Root Cause Analysis) |2 Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang menurunkan angka insiden KTD & KNC
yaitu dokumen yang Kesclamatan Pasien Pasal 19 ayat 4 serta sebagal bahan evaluasi dalam
digunakan dalam msiauf gkatkan 1 pasien agar
problem solving untuk penistiwa serupa tidak terulang kembal
membantu um menemukan
akar penyebab (root cause)
dar masalah yang dihadapi,
3.Benita acara/ risalah
pembahasan oleh tim RCA
identitas pelapor dan 1s)
laporan terkait kejadian
insmden keselamatan pasien,
4 ldenutas pelapor dan isi
laporan terkait kejadian
23 |Data prnibadi DPRD 1 Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 Terung] ya data |Terlind ya data pnibadi sescorang. Sampai terbitnya keputusan Mendagn/ Informas: yang dapat mengungkap
Keterbukaan Informas: Publik Pasal 17 Huruf i; pribadi sescorang Gubernur/ Bupat/ Bupat tentang ijin data pribad) sescorang
2 Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang untuk memperoleh data pribadi
Admimstrasi kependudukan Pasal 84 Ayat 1 dan 2,
3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administras: kependudukan Pasal 85 Ayat 1, 2, dan
3
24 |Data G30S PKI, Tapol dan 1.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dapat mengungkap |Melindung hak pribadi Dapat dibuka setelah statusnya sudah Informasi yang dapat mengungkap

Napol

Keterbukaan Informasi Publik pasal pasal 17 hurul h
dan j,2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009

tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 Huruf h

rahasia pribadi
seseorang.

dicabut namun bukan data prnibadmya.

data pnbadi sescorang




Informasi Yang Dikecualikan

Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik

Dasar Hukum Pengecualian Informasi Jangka Waktu Esensi Informas
TR Dibuka Ditutup
. e” -”H_Nwm::w obat 1. Undang Undang Nemor 17 Tahun 2023 tentang 1.Data dapat 1 Melindung untuk pengawas internal, Kecuali ada permintaan khusus Informasi yang dapat mengungkap
arko an psikotropika  |Kesehatan, disalah 2 Mehindungi proses penegakan hukum, (penelitian, penegakan hukumy; data pribadi seseorang
(rama dan alamat) 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang interpretasikan
Keterbukaan Informasi Publik huruf a dan h 2 Mengganggu
proses penegakan
19 |Data pnbadi penderita 1 Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 1 Mengungkap Melindungi data pribadi pasien yang bersifat|Apabila mendapat persctujuan yang Informasi yang dapat mengungkap

HIV/AIDS dan penyalat

|pandemik (nama dan

Hak Asasi Manusia;
2 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang

data pribad: yang
bersifat rahasia;

rahasia,

bersangkutan dan kepenungan khusus,

data pribadi sescorang

alamat) Keterbukaan Informas: Publik Pasal 17 Hurufl h; 2 Agar udak
3.Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang muncul kegaduhan
Keschatan; di masyarakat.
4 PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan
kefarmasian
20 |Foto/ video pasien tampak  |Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Penyalahgunaan |Mclindungi identitas pasien, mencegah Sampai dengan dijinkan/ disetujui oleh  |Informas: yang dapat mengungkap
muka Keterbukaan Informast Publik Pasal 17 Huruf h terhadap identitas |adanya eksploitasi pasien dan melindung | pasien yang bersangkutan, untuk data pribadi seseorang
pasicn dan privasi keluarga pasien. keperluan proses hukum dan untuk
memungkinkan keperluan dmiah Sesuai dengan peraturan
terjadinya perundang- undangan yang berlaku.

cksploitasi pasien.

21 |Data pribach hutang pasien |1.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 8 M k Mehind rahasia dan kondis: & ga Sel ya kecuali Pasien yang Informasi yang dapat mengungkap
pada rumah sakit (nama Keterbukaan Informast Publik Pasal 17 huruf h rahasia dan seseorang bersangkutan dan Keluarganva sudah data pribadi sescorang
alamat, dan jumlah hutang) |angka 3;2.Permenies 77 tahun 2015 tentang uisum  |kondisi keuangan memenuhi kewajibannya

et repertum

sescorang

22

1.Dokumen Insiden
Kesclamatan Pasien
2.RCA (Root Cause Analysis)
yaitu dokumen yang
digunakan dalam imsiatif
probiem solving untuk
membantu um menemukan
akar penyebab (root cause)
dar1 masalah yang dihadap;
3.Berita acara/ risalah
pembahasan oleh tim RCA
identitas pelapor dan 1s1
laporan terkait kejadian
insiden keselamatan pasien,
4 ldenttas pelapor dan isi
laporan terkait kejadian

nasien

1 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;
2 Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Kesclamatan Pasien Pasal 19 ayat 4.

Citra rumah sakit
menjadi menurun.

Petugas udak ragu melaporkan insiden KTD
& KNC Sehingga diharapkan dapat
menurunkan angka insiden KTD & KNC
serta sebagal bahan evaluasi dalam
meningkatkan keselamatan pasien agar
penstwa serupa tdak terulang kembali

Selamanya

Informam yang dapat mengungkap
data pribadi sescorang

23

Data pnbadi DPRD

1.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informas: Publik Pasal 17 Hurufs,
2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi kependudukan Pasal 84 Ayat 1 dan 2;
3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Admimistrasi kependudukan Pasal 85 Ayat 1, 2, dan
3

Terungk ya data
pribad: seseorang.

Terl ya data pribadi seseorang.

Sampas terbitnya keputusan Mendagn/
Gubernur/ Bupati/ Bupati tentang ijin
untuk memperoleh data pnbadi.

Informasi yang dapat mengungkap
data pnbadi sescorang

24

Data G30S PKl, Tapol dan
Napol

1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informas Publk pasal pasal 17 buruf h
dan j;2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009
tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 Huruf h

Dapat mengungkap
rahasa pribadi
seseorang.

Melindung hak pribadi

Dapat dibuka setelah statusnya sudah
dicabut namun bukan data pribadinya

Informasi yang dapat mengungkap
data pnbadi seseorang




No |Informas: Yang Dikecualikan Dasar Hukum Pengecuahan Informas: B r”oaua#:n:u_\ vn:_s_x—:mu_” B Pyl Jangka Waktu Esens: Informasi
ibul itutup
25 |Data Pribaci Anggota Linmas|1.Undang-undang Nomar 14 Tahun 2008 tentang Data pribach dapat [Melindung: data pribadi anggota Linmas. Bisa dibuka jika mendapat persetujuan Informas: yang dapat mengungkap
Keterbukaan Informas: Publik pasal 17 huruf h; disalahgunakan dari yang bersangkutan data pnbadi seseorang
2.Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang
Kearsipan pasal 44 ayat 1;
3 Peraturan WaliKabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Masyarakat.
26 |Data Pribad: (Peserta Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor 14 Tahun |Penyalahgunaan |Terjaganya rahasia pribadi Selama yang bersangkutan memberikan  |Informas yang dapat mengungkap
Pelatihan, Penerima Paket  |2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik data pribadi yang persctujuan tertulis dan/atau atas data;pribedi scesorang
Subsidi Sembako, Penerima dapat merugikan perintah pengadilan
Bantuan Keuangan, pemilik data

Penenma Bantuan

27

Data CPCL Kelompok Tani
Penenma Bantuan Kegatan

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informas: Publik

Melindungi data kelompaok tani

Selama data masih digunakan

data pribadi seseorang

28

Data RDKK dan Akses e-
RDKK

Pasal 3 Permentan Nomor 67 Tahun 2016 tentang
Pembinaan Kelembagaan Tani

Terjaminnya kerahasiaan data petani
penerima alokas: pupuk bersubsidi

Selama masih digunakan

data pribad: sescorang

29 |Data Identitas Pribadi PPKS | 1.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Akan menentukan |Kerah pribadi terlind 1 Setelah proses terminasi dilaksanakan; |Informas: vang dapat mengungkap
(Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, asal usul PPKS 2 Kecuali ada permintaan khusus data pribadi sesecrang
Kesejahteraan Sosial) 2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang tersebut diketahui (penelitian, penegakan hukum dan pihak

Keterbukaan Informas: Publik pasal 17 huruf h, vang berkepentingan dalam
3.Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial)
Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.
30 |Arsip Leter C (Soft copy) 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Mengganggu Melindungi hak kekayaan intelektual dan 25 Tahun dan bisa diperpanjang jka ada |Dokumen informasi
Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan |kepentingan menyediakan data untuk pemenksaan. yin dari kepala Lembagn kearsipan
huruf; perlindungan hak
2.Undang-undang Nomeor 43 Tahun 2009 tentang atas kekayaan
Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 huruf i dan pasal 44 ayat [intelektual dan
1 hurufi, perlindungan dari
persaingan usaha
tidak schat
31 |Arsip ljazah (Soft copy) 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Mer kap lungl data pribadi 25 Tahun dan bisa diperpanjang jika ada |Dokumen informas:
Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan |[rahasia pribadi ijin dan kepala lembaga kearsipan
huruf j,
2.Undang-undang Nomeor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan pasal 66 ayat 3 hurul 1 dan pasal 44 ayat 1
huruf 1.
32 |Hasil/ notulen rapat 1.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 g Ter kapnya Perlindungan terhadap surat surat yang

pimpinan, AKD, Pansus

Keterbukaan Informasi: Publik Pasal 17 hurul ),

2 Undang undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf 1;

3 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Kn?arzg_a—oauzV:E_regmb_vnnﬂbr:-:
Bal Daerah

surat- surat yang
sifatnya
dirahasiakan

sifatnya dirahasiakan.

25 tahun namun hisa diperpanjang
apabila mendapat persetujuan dari kepala
lembaga kearsipan.

Dokumen informasi

Informas: yang dapat mengungkap

Informasi yang dapat mengungkap




Informasm Yang Dikecualikan

Dasar Hukum Pengecualian Informasi

Konsekuensi/ Perimbangan Bagi Publik

Dibuka

Ditutup

Jangka Waktu

Esensi Informasi

Hasil rapat dan jenis-jenis
rapat DPRD Kabupaten
Ciamus yang dinyawakan
tertutup dalam tata tertib
DPRD Kabupaten Cismis

1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a, h,
dan 1;

2 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 Huruf I,
3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4.Peraturan DPR Rl Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Keterbukaan Informas: Publik di Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

Berpotensi
menyebabkan
kebocoran
informas yang
bersifat rahasia.

Menjaga dan menjamin kerahasiaan
informasi yang bersifat rahasia sehingga
menciptakan situas yang kondusif.

20 tahun atau sampai dengan telah
dinyatakan terbuka dalam persidangan
yang dibuka untuk umum

Dokumen informasi

Nota Dinas

Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 hurufi

Dapat informas
yang bersifat
rahasia di internal

Melindungi instansi

Selama Undang undang membatas: untuk
dirahasiakan atau udak

Dokumen informas:

3s

Disposis: Surat Pimpinan

Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informas: Publik pasal 17 hurufi.

Dapat
menghambar
proses penyusunan

Mengamankan proses penyusunan
kebijjakan

Selama Undang- undang membatasi untuk
dirahasakan atan tidak

Dokumen informasi

36

Data Tanah Aset
Pemenntahan Kabupaten
Ciamis (Tanah Eks Bengkok)
serta Barang Aset Milik
Kelurahan

1.Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf );
2 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah.

Jika
data/informasi
tersebut dibuka
untuk publik maka
akan
membahayakan
data yang sifatya
rahasia karena
sangat
dimungkinkan
terjadinya
penyalahgunaan
data.

Jika data/informasi ditutup lebih
melindungt dan menjaga kerahasiaan/data
ketersediaan lahan bengkok, sehingga
memudahkan OPD berwenang untuk
membuat suatu

Sampai mendapat persetujuan dari
pejabat publik yang berwenang

Deokumen informasi

37

Dokumen Penawaran
Pengadaan Barang dan Jasa
(Dokumen pihak ke I1I);

1.Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang
Rahasia Dagang,
2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang

- Data perusah -
- Rencana anggaran biaya;
- Jemus spesifikas pekerjaan.

Dokumen Perusahaan;

3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informas: Publik pasal 17 huruf b;

4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

5 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
6.Kepmen PUPR Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang
Daftar Informas: Yang Dikecualikan di Kementerian
PUPR.

1 Mengakibatkan
adanya persaingan
usaha yang tidak
sehat;

2 Mengganggu
kepentingan atas
hak kekayaan
mtelektual.

1 Bisa menjaga keakuratan dan obyekuvitas
penilaian;

2 Melindung hak atas kekayaan intelektual
dan menjaga persaingan usaha yang schat.

25 tahun atau bisa diperpanjang
berdasarkan keputusan kepala lembaga
kearsipan

Dokumen informasi




Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik

Informasi Yang Dikecualikan Dasar Hulkum Pengecualian Informasi Janghka Waktu Esensi Informasi
Dibuka Ditutup
38 |Rincian Harga Perkirann 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Menimbulkan Penetapan nila) pengadaan yang akurat dan |Selama proses pengadaan barang dan jasa | Dokumen informast
Sendin (HPS) pengadaan Rahasia Dagang; penilaian yang wajar berlangsung,
barang dan jasa 2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang tidak obyeknf
Keterbukaan Informas Publik pasal 17 huruf b; terhadap rekanan
3.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang |dan terjad:
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; persawngan usaha
4 Peruturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang |yang udak sehat
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
5. Kepmen PUPR Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang
Daftar Informas Yang Dikecualikan di Kementerian
PUPR.
39 |Dakumen pengadaan barang| | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dapat menghambat|Menjaga obvektivitas dalam penilaian Selama proses pengadaan barang dan jasa | Dokumen informasi
dan jasa yang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf ); Proses pengadaan |barang dan jasa. berlangsung, kecuall informas: yang dapat
pelaksanaannya sedang 2 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang  |barang dan jasa. dibuka melipuu:
dalam proses atau sedang |Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah -pagu,
berjalan, termasuk dokumen sumber dana;
pengawasan dan waktu pelaksanaan;
perencanaan satuan kerja,
metode pemilihan;
syarat kualifikas,
-jenis kontrak;
-lokast;
kualifikasi usaha
40 |Rincian Anggaran Kegiatan |Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Menimbulkan Penetapan nilai anggaran yang akurat Sclama tahun anggaran berjalan Dokumen informasi
Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf ). penilaian yang sesuai perencanaan
tidak
obyektif/ persepsi
41 |Dokumen keuangan 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Dapat disalah Menjaga kerahasiaan dokumen keuangan Dapat dibuka setelah digudit. Dokumen informasi
Perbendaharaan, gunakan oleh sampai proses audit.
2 Undang-undang Nomor 14, pihak yang tidak
3 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |bertanggung jawab.
L1lZ b £
42 |Laporan Keuangan yang 1 Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang 1.Informasi publik |1 Melindung kerahasiaan laporan Dapat dibuka setelah laporan keuangan Dokumen informast

belum diaudit oleh
Inspektorat, Banwas atau
BPK

Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan );
2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1),

3 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Negara Pasal 19,

4 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
5.Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang
Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
6.Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008
Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah;

7.Permendagn Nomor 35 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan

Dokumentas: Di Lingkungan Kementerian Dalam

1o

yang diminta
belum dikuasai
atau di
dokumentasikan;
2 Berpotensi
disalahgunakan
olch orang yang
tdak
berkepentingan;
3.Mengganggu
proses audit

keuangan yang masih memerlukan audit
dari pihak terkair;

2.Menjaga penyalahgunaan dar phak yang
tidak berkepentungan,

3 Membantu mencapai keberhasilan
pelaksanaan pembangunan;

4 Mchndungi penyalahgunaan
data/informasi

tersebut diaudit oleh BPK Rl




No |Informasi Yang Dikecualikan Dasar Hukum Pengecualian Informasi G.u:x”o:unr:a:!\ ?:_Sgwn_” Wo.s DU Jangka Waktu Esensi Informas:
itutup
- ﬁ“ﬁﬂ:ﬂ”ﬂgcwﬂﬂg_:ag; an_: p%ﬁ:ﬁh:”n“&ﬂbﬁu Nomor 8 Tahun 1981 tentang Dapat menghambat|1 Memperiancar proses pencgakan hukum [Sampa: dengan proses Persidangan di Dokumen informasi
Yang Berw n Fidana; proses penegakan  [dan penyusunan kebijakan Peradilan, kecuali terperiksa.
. Taa 2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang hukum; 2 Melindung data- data pribadi obyek
Keterbukaan Informas: Publik Pasal 17 huruf a, -Dapat terperiksa.
huruf h dan hurufi. mengungkap
rahasia pribadi
obyek terperiksa,
Dapat
menghambat
kesuksesan proses
penyusunan
kebiakan
44 |1 Lembar Temuan 1.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Menimbulkan Rekomendasi/ pernyataan yang dimuat Dapat dibuka jika mendapat persetyjuan | Dokumen informasi
Pemeriksaan (LTP); Keterbukaan Informas: Publik pasal 17 huruf { dan Ji |stugma yang tidak |[dalam Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP) |pihak berwenang.
-Laporan Hasil Pemeriksaan |2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 sesual karena dan Laporan Hasil Pemertksaan (LHP) dapat
(LHP); tentang Pedoman Pembinaun dan Pengawasan perbedaan persepsi |lebth efektif dan kondisi untuk adanya
Pemeriksaan Khusus. Penyelenggaraan Pemerintaban Daerah. atas suatu perhatian sistem tata kelola
pernyataan
penilwan antara
birokras: dan
masyarakat pada
umumnya.
45 |Kertas Kerja Pemenksaan, |Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Menghambat Membantu mencapal keberhasilan Selama masih berlaku Dokumen informast
Laporan Hasil Pemeril Keterbul Informasi Publik Pasal 17 huruf 1. kesuksesan pelaksanaan pembangunan
dan tindak lanjutnya, review kebujakan karena
laporan keuangan adanya
pengungkapan
secara premature
46 |Laporan Probity Audit dart |1 Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Jika Jika data/informas: ditutup akan lehih Hingga mendapatkan persetujuan dari Dokumen informasi
Inspektorat Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf 1 data/informasi melindungt dan menjaga rahasia pribadi pejabat publik data pribadi yang
2 Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang tersobut dibuka pegawai. berwenang.
Pemeriksaan Pengelolaam dam Tanggung Jawab untuk publik maka
Keuangan Negara, akan
3.Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-362/K/D membahayakan
4/2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan  |rahasia/data
Barang/Jasa Pemerintah bagi aparat pengawas pribadi pegawat
intern Pemerintah.
47 |Laporan Hasil 1.Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Menghambat Menjaga rahasia perusahaan dan 30 tahun, kecual telah dibuka dalam Dokumen informasi
Pembinaan, Hasil Keterbukaan Informasi Publik huruf b; proses penegakan  |menciptakan ketenangan berusaha. sidang pengadilan yang terbuka untuk
Pemeriksaan,Hasil Pengujian|2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang hukum dan umum,
dan termasuk dokumen Kesclamatan Kerja, memmbulkan
3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang persaingan usaha

pendukung

Perburuhan Tahun 1948 NR. ari Republik Indonesia
Untuk Seluruh Indonesia;

4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33
Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan
Ketenagakerjaan

Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan

tidak schat.




No

Informasi Yang Dikecualikan

Dasar Hukum Pengecualian Informasi

Konsekuensi/ Perumbangan Bag Publik

Dibuka

Jangka Wakru

Esensi Informasi

48

Laporan hasil pemeriksann
nasabah dar OJK

1 Undang-undang Nomor 7 Tabun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan aras Undang-undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan,

2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen;

3.Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informas: Publik pasal 17 huruf b

langka 3, 4, dan 5

4.Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang
Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;

5 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,

Penyalahgunaan
nformas: yang
tidak bertanggung
|Jawab

Ditutup
Aspek dan norma kerahasaan bank

25 tahun atau dapat diperpanjang jika
mendapat persetujuan dan kepala
lembaga kearsipan

Dakumen mformasi

49

Hasil laporan pemeriksaan
terbadap BUMD di
Kabupaten Ciamis

1 Undang undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan,

2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf 1,
3.Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang
Kearsipan pasal 44 ayat | huruf h

Penyalahgunaan
informas: yang
tidak bertanggung
lJlawab

Aspek dan norma kerahasiaan bank

25 tahun atau dapat diperpanjang jika
mendapat persetujuan dari kepala
lembaga kearsipan.

Dokumen informasi

Laporan keuangan BUMD
yang belum diaudit

| Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997

kap data

Dokumen Perusahaan,

2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Infarmas) Publik pasal 17 huruf i,

3 Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2016 tentang Ped Pengelol K

Daerah,

perusahaan

Melindungs kerah laporan k g
yang masith memerlukan audit dan pihak
terkait

Dapat dibuka setelah diaudit

Dokumen informam

51

Surat-surat yang bersifat
rahasia dengan kode x
sangat rahama (SR) dan
rahasia R dan konfidensial.

I Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i,
2 Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan Pasal 44 ayat | huruf I,

1.Dapat
mengungkapkan isi
dari surat surat
yang sifatnya perlu

3.Undang undang Nomar 43 Tahun 2009
kearsipan pasal 66 ayat 3

dir

2 Mengganggu
kebyakan
pemerintah/
pimpinan

1. Menjagn kerahasiaan dokumen yang
sifatnya rahasia;

2 Mendukung kebijakan pemerintah/
pimpinan

25 tahun/masth bisa ditutup apabila
memenuhi syarat- syarat yang diatur

1al perund d

Dokumen informasi




Konsekuens/ Perimbangan Bag Publik

Ne |Informas: Yang Dikecualikan Dasar Hukum Pengecualian Informasi e g Jangka Walktu Esensi Informas
hou
52 |Laporan Hasil Uji dan 1 Pasal 17.b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 |Mengungkap Hasil |Menjaga Hasil Ujl, Sertifikas: Kalibrasi dan |5 Tahun Dokumen informasi
Serufikat Kalibras: tentang Keterbukaan Informas: Publik, Uji, Serufikasi dokumen Sistem Manajemen Mutu sehingga
2. Pasal 69 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Kalibrasi dan menjaga persaingan usaha yang sehar,

tentang Perindustrian

dokumen Sistem

Manajemen Mutu |tidak menimbulkan persepsi/p

melindungt hak kekayaan intelektual serta

h

sehingga memmcu  |hasil uj/kalibras: yang berbeda
persaingan usaha
yang tidak sehat
serta memimbulkan
persepsi/
pemahaman hasil
uji/ kalibrasi yang
berbeda

Dakumen kontrak

1 Pasal 17 huruf1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informas: Publik;

2 Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktck Monopol: dan Persaingan Usaha tidak sehat;
3.Pasal 6 huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan
Perubahannya

Muncul persaingan yang tidak sehat

Sampai dengan proses selesai

Dokumen mformas:

Dokumen penawaran
penyedia barang/jasa

L Pasal 17 hurufj UU No 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

2.Pasal 6 huruf b Perpres No 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah dan
Perubahannya

usaha udak sehat

Apabila dibuka dan diberikan dapat
mengganggu perlindungan dari persaingan

Sampai dengan proses sclesai

Dokumen informasi

55

Proses penyelesaian
pengadaan barang/jasa,
termasuk penyelesalan
sanggah/sanggah banding

1.Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik,

2 Pasal 6 huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemeriniah dan
Perubahannya,

3.Pasal 6 huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 entang

P d. B Llasa P aniah dan

usaha udak schat

Apabila dibuka dan diberikan dapat
mengganggu perlindungan dan persaingan

Sampai dengan proses selesai

Dokumen informasi

Data pendukung hasil
pemeriksaan atas
pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan (contoh -
kuitansi, SPP, SPM dan
SP2D)

1 Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tenlang
Keterbukaan Informasi Publik,

2 Pasal 6 huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan
Perubahannya;

3.Pasal 1 angka 28, Pasal 40 UU No. 7 Tahun 1992
tentang Perbankan sebagaimana telah diubsh
dengan UU No. 10 Tahun 1998

orang/badan

Informasi terkait dengan identitas rekening

2 tahun atau setclah dokumen informast
menjadi laporan keuangan yang audited

Dokumen informas:




Konsekuensi/ Pertimbangan Bag Publik

Esensi Informas

No |informasi Yang Dikecualikan Dasar Hukum Pengecualian Informas Jangka Waktu
Dibuka Ditutup
57 |Laporan tmdak lanjut hasil [1.Pasal 17 huruf1 UU No 14 Tahun 2008 tentang Penvalahgunaan pihak lain, merugikan Sampai dengan laporan desernhkan ke Dokumen informasi
pemenksaan yang belum Keterbukaan Informas: Publik; proses penyusunan kebnakan karena ada  [BPK
diserahlcan ke Badan 2 UU No. 15 Tehun 2004 tentang Pemeriksaan pengungknpan premature, dapat
Pemeriksa Keuangan (BPK) |Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara, menghambat proses penyelesaian kerugian
3 Lampiran Keputusan Menpan No. 40 Tahun 2004 Negara, dapat mengungkap data rahasia
tentang pelaksanaan pemantauan dan pelaporan, pribadi yang berkaitan dengan kondisi
undaklanjut hasil pemeriksaan BPK pada Instansi keuangan, asset dan kondisi anggota
Permerintah keluarga, dapat mengungkap surat-surat
vang bersifat rahasia yang berkaitan tentang
kerugian Negara, sepert: surat dari BPK-RI
dan BPKP
58 |Laporan Sosial Hasil 1 Undang undang Nomor 11 Tahun 2009 g Akan gkap [Mebndung kerah PPKS yang dilay 1. lah proses terminas: dilaksanakan; |Dokumen informasi
Assesment Pelayanan Sosial |Kesejahteraan Sosial, rahasia pribadi 2 Kecual ada permintaan khusus

2.Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;
3.Undang undang No 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan pasal 44 ayat | huruf h

PPKS yang dilayani

(penclitian, penegakan bukum dan pihak
yang berkepentingan dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial)




Konsekuensi/ Pertimbangan Bag Publik

No |Informas: Yang Dikecualikan Dasar Hukum Pengecualian Informasi Jangka Walktu Esena Informas
Dibuka Ditutup
59 |Penguduan masyarakat 1 Undang undang No 14 Tahun 2008 tentang 1 Penvalahgunaan |1 Men) kerah ) dan k \an Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan Informas yang dapat menghambut
terkmit identitas Pelapor dan |Keterbukaan informasi Publik Pasal 17 huraf h oleh pihak yang pengaduan tertentu dengan yin Bupatt proses penegakan hukum
isi laporan 2 Undang-undang Nomer 43 Tahun 2009 tentang udak berhak, 2 Masyarakat udak ragu melaporkan
Kearsipan pasal 44 ayat | huruf h 2 Masyarakat dugnan tindak korups: dan penyalahgunasan
3 Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang enggan melaporkan |wewenang shingga mendorong terciptanya
Hak Asas1 Manusia, dugnan tindak WBK dan WBBM,
4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang korups: dan 3 Masyarakat tidak ragu melaporkan
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 penyalahgunaan dugann pelanggaran kode etik profes: /
Tahun 2008 tentang Informas: dan Transakst wewenang sehingga | pegawar maupun Tindakan pelanggaran
Elektronik, menghambat hukum lainnya
S.Permenpan No PER/04/M PAN/03/2008 tentang  |terciptanya wilayah
Kode Etk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Bebas Korupsi/
6. Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03 /2008 WBK dan Wilayah
Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Birokrasi bersth;
Pemerintah; 3 Masyarakat /
7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 200 tentang karyawan enggan
Administram Kependudukan, pasal 85 ayat (1), (2) melaporkan
dan (3), pelanggaran kode
8 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang etik profest, disiplin
Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun pegawal maupun
2006 tentang Administras: Kependudukan pasal 1 tindakan
angka (22), Pasal 8 ayat 1 huruf 4 dan pasal 84 ayat |pelanggaran
(1) dan (2). hukum lamnya
sehingga
menghambat
proses penegakan
hukum
60 |Kasus Sengketa Hukum 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 g Dapat ghambat|Melindung proses penyelesman sengketa 25 tahun dan dapat diperpanjang setelah  |informas: yang dapat menghambat
Keterbukaan Informas: Publik pasal 17 huruf a; proses hukum. mendapatkan persetuyjuan dari kepala proses penegakan hukum
2 Undang-undang No 43 tahun 2009 tentang penyelesaian lembaga kearsipan.
Kearsipan pasal 44 ayat | huruf a dan pasal 66 ayat|sengketa hukum
3 huruf a.
61 |Hasil Pemenksaan Visum et |1 Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Mengungkap data |1 Melindungi data pasien Visum [t Sampai dengan diperfukan untuk Informasi yang dapat menghambat
Repertum Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; pasien yang Repertum, kepertuan proses hukum oleh aparat proses penegakan hukum
2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang bermfat rahasia. 2 Mempermudah penegakan hukum hukum dan pengadilan
Kesehatan, Pasal 189 Ayat (1) huruf m
62 |Data audit medik dan 1.Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Citra rumah sakit |Membantu Badan Publik dalam P S iengan diperlukan untuk Informasi yang dapat menghambat

laporan kasus

Keterbukaan Informasi Pubbik Pasal 17 huruf h
angka 1,

2 Permenkes 755 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.

menjadi menurun
karena kasus yang
terkait dengan
nsiden
keselamatan
pasien

keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta
sebagai bahan evaluas: dalam
meningkatkan keselamatan pasien agar
penistiwa serupa tidak terulang kembali.

keperluan proses hulcum oleh aparat
hukum dan pengadilan

proses penegakan hukum




No |informasi Yang Dikecualikan Dasar Hukum Pengecualian Informasi = x_-?:l_a_.,:!\ - e .::.s. L Jangka Waktu Esena Informasi
1bu Atutup
63 identitas dan data pribadi |1 .Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang lahgunaan  |Ki datn pelanggaran terjaga dengan | 1 1dentitas pribadi ditutup dapat dibuka | informasi yung dupat menghambat
pelanggaran penegakan Keterbukaan Informast Publik pasal 17 huruf a; oleh pihak yang baik jtka diperlukan oleh pthak yang proses penegaukan hukum
perda dan yustis 2 Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang tudak bertanggung berwenang;
Kearsipan pasal 44 ayat 1, jawab 2 Data yang dibuka hanya secara jumlah
3 Peraturan Menten Dalam Negeri Republik pelanggar
Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
Dan Kode Euk Polis Pamong Praja
64 |Berkas Tipinng Undang undung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dapat menghambat| Proses pencgakan hukum dapat berjalan | Dapat dibuka jika adu permintaan dari  |Informasi yang dapat menghambat
Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a ayat |proses dengan lancar pihak berwenang proses penegakan hukum
1 penyelidikan dan
penyidikan suatu
tindak pidana,
65 |Dokumen penyelesaian Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Dapat hambat|Membantu proses penegal pai d proses penyelcsaian Informasi yang dapal menghambat
sengketa/ konflik tanah Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a. proses penegakan  |hukum konflik selesal proses penegakan hukum
hukum
66 |Dokumen Usulan Formasi |Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dapat menghambat|Menjaga kondusivitas Sclama proses Sampai dengan adanya pengumuman Informasi kepegawaian
Kebutuhan Pegawai Keterbukaan Informast Publik pasal 17 huruf . proses pengusulan |pengusulan kebutuhan resmi
Pemerintah Kabupaten kebutuhan
Ciamus
67 |Data Nilai Peserta Ujan 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Data yang bersifat |Untuk menjaga kerah PNS yang pas deng danya peng Informasi kepegawaian
Pemerintah Kabup Keterbuk Informasi Publik pasal 17 hurul h pribadi bila di buka|bersangkutan resmi
Ciams: angka 4. akan mengganggu
Upan Dinas; 2.Undang undang No 20 Tahun 2023 Tenwang ASN  |Privasi yang
Ujian  KPPI (Kenaikan bersangkutan
Pangkat Penyesuaan
ljazah)
68 |Data Pribadi ASN Elektonik |1 Undang undang No 14 Tahun 2008 tentang Data yang bersifat |Untuk menjaga kerahasiaan ASN yang Selama yang bersangkutan masih menjadi |[Informas kepegawaan
Maupun Non Elektronik Keterbulkaan Informas: Publik Pasal 17 huruf g, h, i, |pribadi bila di buka|bersangkutan ASN
dan j, akan mengganggu
2.Undang-undang Nomor 20 Privasi yang
Tauhun 2023 tentang ASN Aparatur Sipil Negara, bersangkutan
3.Undang-undang (UU) Nomor | Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.
69 |Data Gaji Pegawai Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Mengungk Mclindungi hasia dan kondisi ki Selama Undang undang membatasi untuk |Informasi kepegawman
Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 hurul h rahasia dan SCSCOrang dirahasiakan atau tudak diungkapkan
kondisi keuangan kepada publik, sampai pthak yang
BOSCOrang. hastanya diungkap b
persetujuaan fertulis,




Ne

Informam Yang Dikecualikan

Dasar Hukum Pengecualian Informasi

Konsekuensi/ Pertimbangan Bag Publik

Jangka Waktu Esensi informast
70 |Dokumen Hasil Assessment |1 Und - Dibuka Ditutup
Pengujian PNS . ndang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Mengungkapkan Melindung data pnibadi PNS yang bersifat  |Bersifat terbatas dalam proses manajemen |Informas: kepegawaian
eterbukaan Informas: Publik pasal 17 huruf h data pribadi PNS  [rahasia kepegawaian
,,n:mwm 4 yang bersifat
2 Undang-undang No. 20 Tehun 2023 Tentang ASN  |rahasia.
3 Peraturan Kepala BKN Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pedoman Penilaian Kompetens: PNS;
4. Perka BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang
Pembmaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi
Pegawar Negen
Sipil
71 Dmgns Evaluas: Kinerja |1 Pasal 17 hurut h UU No 14 Tahun 2008 tentang  |Data pnbadi ASN | Melindung data pribadi pegawai Pihak yang rahasianya diungkap Informas: kepegawaian
ASN Keterbukaan Informas: Publik terkaut penilaian  |yang bersifat rahasia memberikan
2.UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil kinerja dapat persetujuan tertuhis,
Negara disalah gunakan
72 |Data Usulan Pemindahan 1.Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang | Dapat Menjaga Keamanan dan Kepastian Hukum [Seclamanya / Kepenungan Dinas yang Informasi kepegawaian
.Pengangkatan, dan Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf y; menghambat Melindung data informasi dart |sesuai kewenangan / Otoritas yang
Pemberhentian Jab 2 undang undang No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN  |proses Penyusunan penyalahgunaan dari pihak yang udak dimiliki
Pimpinan Tinggi Pratama , Kebijakan dan berhak untuk kepentingan pribadi atau
Jabatan Adminisiras: ,dan p g 1 PNS. |kelompok tertentu
Jabatan Fungsional - Mengungkap Data
Termasuk Notulen /Hasil Pribadi Sescorang
Berita Acara Sidang Tim Yang Bersafat
Penilai Kinerja/Bapenakat Rahama
73 |Dokumen persetujuan 1.Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Mengganggu proses | M; kan atau periancar proses  |Bersifat terbatas dalam proses manajemen |Informas: kepegawaian
tertulis/rekomendas Keterbukaan Informas: Pubhk pasal 17 huruf i dan |; [pengambil peny keputusan. kepegawaian
pengangkatan, pemindahan |2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang keputusan
dan pemberhentian PNS Aparatur Sipil Negara
dalam dan dan jabatan
struktural, fungsional
74 |Dokumen Ijin Perceraian 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pihak luar campur [Menjaga kondusivitas selama proses ipn Pihak yang rahasianya diungkap informas kepegawman
ASN Keterbukaan Informas: Publik pasal 17 hurufy; tangan berlangsung memberikan
2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 persetujuan tertulis.
tentang perubahan Peraturan Pemenntah Nomor 10
Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan
dan Perceraian PNS
75 |Dokumen Hukuman disiplin |1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Mengungh Melindungi data pribadi kepegawaian ASN  [Pihak yang rahasianya diungkap Informasi kepegawaian
pegawai Keterbukaan [nformasi Publik pasal 17 hurufl h; data pribadi yang bersifat rahasia memberikan
2.Undang Undang No 20 Tahun 2023 Tentang ASN kepegawaian ASN persetujuan tertulis.
yang bersifat
rahasia
76 |Dokumen Pelanggaran Kede [l Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Mengungkapkan Melindungi data pribadi kepegawaian ASN  |Pihak yang rahasianya diungkap Informasi kepegawaian
Buk Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 hurul h; data pribadi yang bersifat rahasia memberikan
2 Undang Undang No 20 Tahun 2023 Tentang ASN  |kepegawaian ASN persetujuan tertulis.
yang bersifat

rahasia




No

Informasi Yang Dikecualikan

Konsekuensi/ Perimbangan Bagi Publik

Dasar Hukum Pengecuahan Informas Jangka Waktu Esensi Informas
Dibuka Ditutup

77 |Daftar Riwayat hidup Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor 14 Tahun Dapat mengungkapkan rahasia pribadi Peg; vang rah va diungkap Informas: kepegawaian

Pegawa, Kartu permohonan [2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pejabat/ pegawa memberikan persetujuan tertulis,
Penghasilan Pegawai (KP3), dan/atau pengungkapan seseorang dalom
hasil general check up yabatan publik

kesehatan pegawai/ pejabat,
hasil evaluasi kapabihtas /
intelektualitas /

I petensi/ rekkomendasi
pegawai, rekomendast Tim
Euka, biodata elektronik
pegawn PNS (database),
identitas PNS yang 1zin
perkawinan/ perceraian,
rniwayat dan kandis: anggota
keluarga pejabat/ pegawai

78 |1.CIF (Customer Information |1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 1.Mengungkapkan [Aspek dan norma kerahasiaan bank. Permanen atau bisa dibuka apabila Informasi yang dapat membahayakan
File) Perbankan scbagaimana telah diubah dengan rahasia pribadi mendapat persetujuan dari yang pertahanan dan keamanan
-Data pribadi nasabah; Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang seseorang; bersangkutan
-Data keuangan nasabah; Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2 Melindung

Data nasabah terkait. 1992 tentang Perbankan; rahasia pribadi
2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang sescorang.
Perlindungan Konsumen,
3.Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informas: Publik pasal 17 huruf h;
4 Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang
Kearsipan pasal 44 ayat | huruf h; [
5 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Kenangan.
79 |Anahlisa dan permohonan 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Penyalahgunaan Aspek dan norma kerahasiaan bank Tidak terbatas kecuali mendapatkan yin.  |informasi yang dapat membahayakan
kredit nasabah Perbankan sebagaimana telah diubah dengan informas: yang pertahanan dan keamanan
Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang tidak bertanggung
Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun lJjawab,
1992 tentang Perbankan,
2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informas: Publik pasal 17 huruf h.

80 |Rencana Operas: Penertiban |Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 1.Gagalnya operasi |1 Menurut sifatnya rahasia; Terbatas/ Samp | va pelaksanaan |Informas yang dapat membahayakan
/ Penindakan dan Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan 1. [penertiban; 2 Memperlancar Proses penegakan hukum |operasi. pertah dan §
Penegakan pada Obyek 2 Dapat dan penyusunan kebyakan (Operasi
Tertentu Menghambat penindakan dapat berjalan sesuai rencana)

proses penegakan
hukum;
3.Dapat
menghambat
kesuksesan proses
81 |Data Intelyjen Daerah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Bocornya informasi |Menjaga kondisi yang kondusif di Tak terbatas.

Keterbukaan Informas: Publik pasal 17 huruf ¢

yang bersifat
rahasia ke publik
yang
dikhawatirkan
memengaruh
stabilitas

masyarakat Kabupaten Ciamis.

Informasi yang dapat membahayakan

per

dan 1




Konsekuensi/ Perumbangan Bag Publik

Informasi Yang Dikecualikan Dasar Hulcum Pengecualian Informast e g Jangka Waktu Esens Informasi
Dibul nrutu
82 |Laporan hasil cvaluas 1 Undang-undang Nemor 14 Tahun 2008 tentang Dapat Mehndung sistem vﬂ.SrWula suatu 1 Dapat dibuka pka diminta oleh pihak Informas: yang dapat membahayakan
intelijen tentang keamanan | Keterbukaan Informam Publik pasal 17 huruf ¢; membaphavakan daerah berwenang, pertah dan k
di Kabupaten Ciamis. 2 Undang undang Nomor 43 tahun 2009 tentang _un:.:uﬁi: dan 2.25 whun dapat diperpanjang jika
Kearsipan pasual 66 ayat 3 keamanan mendapatkan izmn dan kepala lembaga
kearsipan
83 |Daftar user dan password |1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyalahgunaan |Keamanan data bisa terjaga dengan baik p ] kode masih digunakaen. |Informam yang dapat membahayakan
server / / per 1. Keterbul Informasi Publik pasal 17 huruf j; oleh prthak yang schinggn tidakdapat dibajak oleh hacker pertahanan dan keamanan
TIK 2.Undang-undang Nomor | Tahun 2024 tentang tidak bertanggung |yang udak bertanggung jawab
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 llawab
Tahun 2008 tentang Informam dan Transaks:
Elektromk;
3 Pernturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaks
Elektronik
84 |Username dan Password 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Penyalahgunaan Menjaga keamanan data dan informasi yang | Sampui dengan perubahan pengaturan Informasi vang dapat membahayakan
Aplikasi Internal OPD Telekomunikas pasal 22 oleh pihak lain tersimpan dalam seusp aplikas: username dan password oleh pihak pertah dan
Kabupaten Clamis 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang yang tidak terkait
Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j; bertanggung jawab.
3 PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaks: Elektronik pasal 22
85 |Lokam server 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dapat mengganggu [Melindungi hak atas kekayaan inteiektual  |Sclama mash digunakan Informasi yang dapat membahayakan
Keterbukaan Informam Publik Pasal 17 huruf b, i, |perlindungan hak pertah dan }
dan j, atas kekayaan
2 Undang undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang intelektual
informasi dan transaks: elckironik Pasal 30 sampai
dengan 37
86 |Berita/ radiogram rabhasa Undung-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dapat Melindung pertah dan K pengunghkap ya membahayal Informasi yang dapat membahayakan
Keterbukaan Informast Publik pasal 17 huruf ¢ angka|membahayakan negara keamanan negara pertahanan dan keamanan
6 pertahanan dan
keamanan negara
87 |Data Matern] Sandi | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Membahayakan Menjaga pertah dan K Negara |30 tahun atau selama jangka waktu yang |[informasi vang dapat membahayakan

Kabupaten Ciamis

Keterbukaan Informas: Publik Pasal 17 huruf ¢;
2.Perka Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2009
Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan
Prosedur di Lembaga Sandi Negara,

3 Peraturan Komusi Informasi Nomor | Tahun 2021
Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

4 Perka Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2013
Tentang Pedoman Pembinaan Materiil Sandi di
Instansi Pemerintah

pertahanan dan
keamanan negara

ditetapkan

pertahanan dan keamanan




No |informasi Yung Dikecualikan Dasar Hukum Pengecualian Informas _ xzeaun_o.a:!\ Perumbangan Bagi Pubilik Jongkn Waktu BawtidTe it
n — Jbuka Ditutup

. _.M”“ E)M:w..ﬂmﬂﬂ%ﬁ” ”MMM ”.:nub 1 fm”ﬂ:ﬂ:nas—w Nomor 14 Tahun 2008 Menjagn keamanan data pertanian yang Selama dats masih digunakan Informasi yang dapat membahavakan

Sementara (ASEM) * ukaan informas Publik dikeluarkan oleh Dinas Pertaman dan pertah dan k
Ketahanan Pangan berkaitan tentang Data

kemaditas pertanian Angka Prognosa, Angka Ramalan (ARAM)
dan Angka Sementara (ASEM) komoditas
pertanian

89 |Kode Akses Simluhtan Pasal 3 ayat (1) Permentan Nomor 67 Tahun 2016 Terjaminnya data petam, Gapoktan, Poktan |Selama masth digunakan informasi vang dspat membahayalan

tentang Pembinaan Kelembagaan Tani dan Penyuluh Pertanian pertah dan
90 |Hasil Eval Schubungan |Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Data yang bersifat [Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang Tak Terbatas. Informasi yang dapat mengganggu
dengan Kapasitas, Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 hurul h pribadi bila di buka|bersanghkutan kepenungan perlindungan HAKI dan
inteicktual dan angka 4 akan mengganggu persaingan useha tidak sebat
Rekomendasi Kemampuan privasi yang
Seseorang bersangkutan
91 |Data pribadi Pelaku Usaha |1 Undang undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Mengungkap data  [Mencegah penipuan L Dikecualikan untuk scterusnys (kecuali |Informas: yang dapat mengganggu
Keterbukann Informasi Publik huruf b; pribadi yang atas permintaan pihak kepentngan perindungan HAKI dan
2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang bersifat rahasia berwajib/hulkum); 2 Atas izin yang persaingan usaha tdak sehat
Perindustnan Pasal 69, bersangkutan
3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021
tentang K dahan, Periindungan dan
Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

92 |Data perusahaan andalalin || Undang undang Nomor 8 Tahun 1997 g gungkap data ga/ melindung data/ informasi dari |10 tahun dan sctelah retensi sclesa dapat |Informas: yang dapat mengganggu
Dokumen Perusahaan; perusah pe lahgunaan oleh pihak lain yang dimusnahkan. kepentingan perlindungan HAKI dan
2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang {perurakarsa) yang |menjoga suasana kondusif lingkungan persaingan usaha tdnk sehat
Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b; bersifat rahasia, kerja
3.Peraturan Pemerintab Nomor 32 Tahun 2011
tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak scrta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

93 |Rekamendasi Teknis Terkait |1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyalahgunaan Melindungi dari penyvalabgunaan Sesudah umur layanan dan untuk Informasm yang dapat mengganggu
Perizinan Urusan Energi Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf d, pihak lain data/informasi kepentingan khusus kepenungan perlindungan HAKI dan
Sumber Daya Mineral 2 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan persaingan usaha tidak schat
{ESDMj, UKL-UPL,SDA, Perumahan Rakyat Nomor: 451/KPTS/M/2017
Drainase, Bina Marga dan Tentang Daflar Informasi Yang Dikecuahkan DI
Air Tanah KementrianPekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat




No |Informas Yang Dikecualikan Dasar Hukum Pengecualian Informasi = r”a:l.r:n:u_\ _J.:_Scl:ms_”:.“ﬂv_fc__x Jangka Waktu Esensi Informast

ibu

94 |Dokumen atau surat-surat |1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang 1| Mengganggu Melindungan hak atas kekayaan intelektual [10 tahun dan setelah masa retenss habis  |Informani yang dapat Ea:m—w.ﬂ:hau
yang dikeluarkan oleh Dokumen Perusahaan, perlindungan hak |dan persaingan usaha yang sehat. dapat dimusnahkan, kepentingan per r:&::nb:: o
perusahaan (pthak ke 3) 2. Undang undang Nomor 14 Tabun 2008 tentang atau kekayaan persaingan usaha ndak sehat

Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan i. [intelektual,
2 Persaingan usaha
tidak sehat.

95 |Rincian nilai investasi, 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dapat mengganggu [Dapat melindung: hak atas kekayaan 10 tahun dan apabila habia masa _s_c:.-—,n! yang dapat mengganggu
produks: dan pemasaran Dokumen Perusahaan; kepentingan hak  |intelektual dan perhndungan dari retensinya dok dapat d hk kepentingan perlindungan HAKI dan
perusahaan 2 Undang-undang Nomer 30 Tahun 2000 tentang atas kekayaan persaingan usaha yang tidak schat dan persaingan usaha tidak schat

Rahasia Dagang Pasa) 3 dan 4, intelektual dan menjaga iklim usaha tetap kondusif.
3.Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang perlindungan dan
Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 hurul b, persaingan usaha
4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang yang tudak sehat
Perindustrian pasal 69 dan dapat
merugikan
96 |Dokumen perselisihan 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 1. Mengganggu 1. Menjaga keberlangsungan proses 1 Seteluh proses perselisithan selesas; informas yang dapat menggaAnggu
hubungan industrial, Keterbukaan Informas: Publik pasal 17 huruf 1, proses penyelesainan perselisihan; 2 Sampai kasus selesai. kepentingan perlindungan HAKI dan
2 Undang undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang penyel \ 2 Menjagaproses penyel tanpa persaingan usaha tidak sehat
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. persehsihan; | pur tangan pithak yang tiduk
3.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 2 Akan berkepentingan.
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- |menghambat
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Penyelesaian
menjacdi Undang-Undang (Pihak yang tidak
terkait tkut serta),

97 |Dokumen Peraturan 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Mengganggu 1 Menjagn rahasia perusahaan; Untuk Seterusnya (kecuali atas Informasi yang dapat mengganggu
Perusah dan Dok Keterbuk Informasi Publik Pasal 17 huruf b; Suasana 2 Menjaga kondusifitas antar pekerja dan permintaan pthak berwajib/hukum). kepentingan perlindungan HAKI dan
Perjanjian Kerja Bersama 2. Peraturan Menter1 Ketenagakerjaan Nomor 28 Hubunga pengusah persaingan usaha tidak schat

Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Industrial
Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan
dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

98 |Dokumen surat izin dan 1 Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Merugikan 1. Melindungi data dari pihak yang tudak |1 Hingga terbitnya ijun Dikecualikan untuk |Informasi yang dapa! mengganggu
berkas kelengkapan data Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b; vn:“*-n:wn: yang |bertanggung jawab; dawa pribadi perusahaan, kepentingan perlindungan HAKI dan
dukung perizinan 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang dirmaksud 2 Mencegah penipuan 2 Dikcualikan untuk dawa yang terkait persaingan usaba tidak sehat

Perindustrian Pasal 69 dengan HAKI

99 |Soft file Desain Grafis 1 Pasa) 17 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun |Apabila informasi  |Apabila informasi ditutup dan udak

Customer

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2 Undang undang Nomor 3] tahun 2000 tentang
Desain Industn

dibuka dan
diberika kepada
publik dapat
mengganggu
kepentingan
perlindungan hak
atas kekayaan
ntelektual dan
perlindungan dari
persaingan usaha
yang hdak sehat

diberikan kepada publik dapat melindungi
hak atas kekayaan intelektual dan
perlindungan dan persaingan usiha
industn yang tidak sehat

Berdasarkan Pasal 5 (1) UU No. 31 Tahun
2000 tentang Desain Industri disebutkan
bahwa periindungan terhadap Hak Desain
Industnt Diberikan untuk jangka waltu 10
(sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal
penerimaan

Informasi yang dapat mengganggu
kepentingan perlindungan HAKI dan
persaingan usaha udak sehat




Ne |informasm Yang Dikecualikan Dasar Hukum Pengecualian Informast o xxozoo_n._a:!\ Pertimbangan Bag Publik Jangka Waktu Esens Informas:
Dibuka Ditutup

100 | Dokumen permohonan Hak |Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Dapat mengakibatkan persaingan yang Sampai dengan d K ya hak PVT |Informas: yang dapat mengganggu
Perlindungan Vanetas Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 29 Tahun tidak sehat dan kerugian materil kepentingan perlindungan HAKI dan
Tanaman/PVT (kerahasiaan |2000 tentang Perlindungan Vanetas Tanaman persaingan usaha tidak schat
vanetas dan seluruh
dokumen permohonan PVT)

101 |Usulan pelepasan vanetas  [Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Dapat diperjualbelikan terhadap vanietas  |Setelah varietas dilepas Informast yang dapat mengganggu
baru Keterbukaan Informasi Publik, Permentan No. 40 yang akan dilepas, kemungkinan bisa kepentingan perlindungan HAKI dan

Tahun 2017 dilepas pihak lain/negara lain persaingan usaha tidak sehat

ANDANG FIRMAN TRIYADI
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Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.
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Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
CAP. TTD

ANDANG FIRMAN TRIYADI




